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B A B I 

P E N D A H U L L F A N 

I H I UTniim 

Sejabn dengan tema pembangunan daerah yaitu "Perccpatan 
perlumbuhan ckonomi untuk mengurangi kemiskinan dan 
pengangguran." kebijakan nlokasi anggaran belanja 
pemerintah Kabu paten loimongnn dnlam tahun 2008 
diarahkan kepada upaya niendiikung kegialan ckonomi 
daerah dalam memacn peiTiimbnhun, menciplakan dan 
mempcrluas lapangan kerja, meningknlkan kunlitas 
peiayanaii kepada masyarakat dan luengurangi kemiskinan, 
Disamping hal tersebut diatas, kehijakan alokasi anggaran 
akan diarahkan untuk tctap mcnjaga kelanearan kegiatan 
penyclenggaraan operasional pemeriiUahan, dan pcnmgkatan 
kualitas pelay-anan kepada masyarakat-

Oleh karena itu maka salah satu perangknt yang dapat 

digunnkan oleh I'omerinlah K^ibipalim Limongan untuk 

mencapai sasaran pembangunan adalah kebijakon fiakal, 

Kebijakan flskal mempunyai liga fungsi utama, yaitu fungsi 

alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi 

distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan 

kesejnhteraan rak>-al, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi 

niakro di dalam upaya peningkatan pcrtumbuhan ckonomi. 

Dalam kondLsi pcrekonomian yang lesu, pengclimran 
pcmerinlnb khususnya belanja barang dan jasa serta belanja 
modal, dapat membrri stimulasi kepada perekonomlan untuk 
bortumbuh. Sebaliknya daiam kondisi ekonomi yang 
memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat, 
kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang 
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konlraktif untuk mcnyeimbangkan kondisi permintaan dan 
penyediaan sumber-sumber pcrekonomian. Itu sebabnya 
kebijakan fiskal mem til ki fungsi strategic dalam 
niempengaruhi perckoiiomian dnn menciipai sasarari 
pembangunan. 

Dalam penyiisunan APBD, tinjnuaii atas kondisi ekonomi 
sangat penting guna menggambarkan ekspektasi kemajuan 
ekonomi suatu daerah. .Sebagni gambaran pcrtumbuhan 
ekonomi makro, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah 
asumsi-asumsi perkemljangan ekonomi makro yang 
diliiangkan didalam Pengautar Uotz- RancHUgcm APBN Tnliun 
2008 dengan boberapa indikalor - iiidlkator sebagai berikiit: 

J , Pertumhuhnn ckonomi diperkirakan sebesar 6,8 IH,. 

Perlumbuhan ekonomi tabun 2008 diperkirakan tlapal 

meningkat lebih tinggi karena tr.engakmi perhaikan baik 

dari sLsi permintaan agregat, maupun dari sisi ponawaran-

Dari sisi permintaan agregat, pertiiiubuhan ckonomi 

tersebut diperkirakan bersumlxT tlari membaiknyy 

konsumsi masyarakal, meningkatnya kegiatan investasi 

dari sektor swasia dan belanja modal pemerinlah, seita 

nioningkatnya ekspor karena membaikiiya stabilitas 

pcrekonomian. Sebaliknya dari sisi penawaran agregat, 

perlumbuhan ekonomi nkan sangat dipcngaruhi oleh 

berbagni upaya pemhcnahan di sektor riil dan kumajuaii 

dalam pembangunan infrastruktur. 

2- Laju infla&i sebesar 6,0 %. Koordinasi yang baik dan 
harmunisasi kebijakan antara Hank Indonesia dan 
Pumerintah akan menjndikan sasamn inflasi lebih 
kredibel- Disamping kchati-hatian Bank Indonesia dalam 
menjalankan kebijakan moncternya sorta kestabilan nilai 
tukar rupiab, kegiatan perekoromian yang semakin 
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meningkat diperkirakan inasib dapat diimbangi dari s'ls'i 
produksi sdring dengan membaiknya investasi. 
Akibainya, tekannn harga dari sisi permintaan dan 
ponawuran tidak memberikan tekanan terhndap harga 
barang-barang secara keseJLmhan. Scmentara itvi, 
produLsi |)angan yang meningkat dtiringi oleh manajemen 
pasoknn yang cfektif diperkirakan mendorong penurunan 
inflaai kclompok volalikfnods. 

3. Rata-rata nilai Inkar mpiah tcrbadap dolar Amerika 
diperkirakan sebesar g hbii wo rupiah per dollar. Dari 
sisi fundamental, Neraca I'emhayaran Indonesia aknn 
telap mencatat surplus rang berpotensi meningkatkan 
cariangnn dcrisn. Cadangan devisa yang meningkat 
berpcnganih positif Icrhaclap pergrrnkan nilai lukar 
rupiah. 

4. Sejalan dengan mcnuninnya infliisi dan nilai tnkar yang 

slabil, maka ada mang nnUik menurunkan tingkat bimga 

kc tingkat yang lebth rendah secara benahap dan hati-

hati. Rola-rata suku bunga SHI 3 bulan diperkirakan 

sebesar 7,5 %. 

Unluk tingkat perlumbuhan ckonomi Kiibiipatcn Uimongan 
>ang dihitutig dari Produk Doniestik Regional liruto (PDKB) 
tflhun aoo6, telah menunjukkan kondisi pcrekonomian 
Lnmongan yang semakin haik. Perkembangan Nilai Produk 
Domcstik Regional Bruto (PDRU) Kabupalcn Lamongan alas 
dasar harga konstan diproyeksikan sebesar 
Rp.4.og2.gi4.88o.ooo.oo di tahun 2006 meningkat dori 
Rp- 3.883701-780.000,00 di Tahun 2005, dengan demikian 
diperoleh perlumbuhan ekonomi sebesar 5,39 % lebih tinggi 
dibniiding lahun sebelumnya yakni 5,08%, Scdangkan lequ 
InflasL Lamongan sesuai data di tahun 2006 sebesar 7,59 %. 
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Dengan lingkat laju ynng sama, maka di Tahun 2008 
diperkirakan laju pcrtumbulian ekonomi Kabiipaten 
Lamongan sesuai dengan proyeksi perlumbuhan ekonomi 
nasional diperkirakan sebesar 6,8 %. 

Menyiknpi terhadap besaran asumsi dan perkembangan 
ekonomi smt ini, penyiisunan APBD Tahun 2no8 harus 
memiliki fleksibilitas dalam mememihi kebijakan 
pembangunan yang akan dieapai. Unluk memenulu knpasitas 
fiskal yang diharapkan dalam memiisun kehijakan 
pembangunan daerah, upaya-upaya peningkatan fuskal 
daerah lenis lebih didorong sccart maksimal baik upaya 
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dana 
pcrimUingan maupun pembiayaan, 

tJEBftakntddan Tujuan I'enyusunan Nota Keuurif;an 

Maksud dan tujuan penyiisunan Nota Keuaiigan inr adalah 
untuk: 

1. Memberikan gamliarnn kuanlitatif dan kualitatif secara 

keseiunihan komponen-komponen Pendapiitan Daerah, 

Uclanja Daerah, Defisit yang terjadi serta Kebijakan 

Pembiayaan; 

2. Menjnbarkan terhndap pcruimuian sasarnn 

kebijaksanaan, program dan kegiatan dnlam rangka 

mcrealisasikan yang terkandung dalam rencann strategi 

Kabu paten l^amongan; 

3. Sebagai kelengkapan dokumen sebugaimana yang 

ditetapkan oleh foraturan yang berlaku 
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1-3 Lanflasan l lukum PenyuNunan Nota Keuaiigan 

Didalam peny-usunan Nota KcunngHn Rancangan APBD 

Tahun Anggaran aooS didasorkan pada kctentuan-keientuan 

sebagni berikut; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lentang 
Fein bent ukan Dae rah-Daerah Kabu paten dalam 
IJngkungan Propinsi Jau-n Timur (diumumkan pada 
langgal 8 Agustus 1950 ) ; 

2. Undang-lJndang Komor 12 Tflhnn 1985 tenlang Pajak 

Hiimi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 19B5 Nomor 68. Tambahan lembaran 

Negara Republik [ndonp.sia Nomor 331̂ )̂ sebagafmana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nnmor 12 Tahnn 

1994 (Ixembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan lA^mbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undnng-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentnng I'ajnk 

Daerah dan Rctribusi Daerah (l-^nibaran Nogara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3685) 

sebagai man n telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Ncgnra Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan link Atas Tanah dnn Bangunan (!.emharan 
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2000 (Ix'mbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 

Sota Knî ingnn KAPBD 200B 1-5 



Pendahuluan Bab I 

Nomor 130, Tambahan l^embaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyclenggaraan Negara rang Bcr^ih dan Bebas dari 
Korupsi dan Nejiotisme (f.cmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2851) : 

6. Undnng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

f. Undnng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang 

Perbendnharaan Negara fl.embaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2004 Nnmor 5, Tambahan Ix^mbaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355) \ 

8. Undang-Undang Nomor lo Tahnn 2004 tentang 
Pembcntukan Peraluran Penmching-Undangan 
(Ix'mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Ij^mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengclolaan dan Tanggungjnwab Keuangan 

Negnrn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sislem 
Pcrencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tsihun 2004 Nomor 104, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahnn 2004 tentang 
Pemerintah an Dacraii (Lembaran Negara Rebuplik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia 'J'ahun 2004 Nomor 443?) 
sebflgaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4548); 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentnng 

Perimbangan Keuangan antara Pemerinmh Pusal dan 

Pemerintah Daerah [lA'nibaTau Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomcr 4438); 

13. Peraluran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tcntang 

Pajak Daerah (Lembaran Negiira Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan lA?mbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 413S) ] 

14. Peraturan Pcmorintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Radan Layauan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
450a); 
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16- Porahtrati Pomenntah Nomor 24 Tabon 2004 lentang 
tentang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dcwan Pervk'nkilan Rakyat Daorab 
(Lombaran Negara Republik Indonesia Toliun 2004 
Nomor 90. lambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sobagainiana iclah diubah, 
temkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pembahan Ketign atas Peraluran 
Pemorintab Noinor 24 Tahun 2004 tcntang Keduditkan 
Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakynl Daerah (l/rribanin Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. I'craturan Pemerintah Nomor 23 Tahnn 2005 tcntang 
Pengclolaan Keuangan Badan La van an Umum 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48. Tambahan lx;mbaraii Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraluran Pemcrinlab Nomor 24 Tahnn 2005 tentnng 

Standar Akuntansi Pcmerintahan (J/^mbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tenlnng 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (lA^mbarnn 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4513); 

20. Peraluran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjoman Dacruh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan l.cmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (l>?mbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor L37. Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4575); 

22. Peraluran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenlang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457^); 

23. Peraluran Pcmcrinlnh Nomor 57 I'ahim 2005 lentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik indoncsia Tahun 

200.5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonc^in Nomor 4577); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 201)5 tentang 

Pongelolnan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Rcpublik indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

25. Peraluran Pcmcrinlah Nomor 65 Tahun 200s lentang 

Petloman Pcnyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Ix'mbaran Npgnra Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150. Tambahan :.ombaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

26. Pcraturnn Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2005 

Nomor 158. Tambahan l-cmbaran Negara Republik 

Indonesia 4587); 

27. Peraluran Pemerinlah Nomor 79 Taluin 2005 lonlang 

Pcdoman Pembinaan dan Peagawasan Penyclenggaraan 
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Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nnmor 165, Tarnhnhan Lembaran 
Negara Rcpublik indonesia Nomor 4593); 

28. Peraluran Pemerinlah Nomor 8 Tohun 2006 lentang 

Pdaporan Keuangan dan Kinerjo Inslansi Pemerintah 

(Ixjmbardn Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 25, Tambahan l^einbaran Negara RepnbUk 

Indonesia Nomor 4614); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tcntang Pcdoman Pengelolann Keuangan Daerah ; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negcti Nomor 30 Tahun 20f>7 

tentang Pedoman Penjiisunan Aiggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tnhun Anggaran 2007; 

31- Peraluran Mcntori Dalam Negen Nomor 2! Tahun 2007 

Tentang Pengclompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dnn Pertanggungjawabftn Penggunaan 

Belanja Pcnunjnng Operasional Pimpinan Dewnn 

Perwakilan Raky at Daerah serta 7'ata Cara Pengembalian 

Ttmjangan Komiinikasi Inlcnsif dan Dana Operasional; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 
Tahun 2005 tentang Kcdudukan IToiokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan anggola Dewan Perwakilan 
Knkyat Daerah Kabupalcn Lamongan (ld?mbardn Daerah 
Kabiipaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 11/E) 
sebagaimana telah diubah dcngun Peraturan Daerah 
Knbupaton Lnmongan Nomor 03 Tahun 2006 (l^cmbarun 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 3/E) ; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 

Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupalcn lamongan 

Nota Keuangan RAPRD ZOOB 1-10 



Pendahuluan n.ih I 

Tahun 2006-2010 (lembaran Daerah Kabupaten 

1-amongan Tahun 2006 Nomor 2/EJi 

34. Peraturan Daerah Kabupaten LBmongan Nomor 05 

Tahun 2006 tentang Uantuan Keuangan kc|>ada Partai 

politik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2006 Nomor 5 / E ) ; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tnhun 

2006 tcntang Kedudukan Keuangan Kepala Dcsa dan 

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten l-amongan 

Tahun 2006 Nomor ; 

36. J*eraininn Daerah Kabupaten Luinongan Nomor 07 
Tahun 2007 tcntang Pcmbent.ikan iVana Cadangan 
Pemerintah Kabupaten l.amongan (f.embaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 7 / £ ) ; 

t.4 Sistematiku PenuliNHn Nota Keuangan 

Penyusunan Nota Keuangan merupakan pcnjelasan secara 

kualitatif dan kuantitatif yang memaparkan garis-garis 

kebijakan dalam penyusunan Rancangan APIID Tahun 

Anggaran 2008. Adapun keraogka pcnulisannya disusun 

sebagai herikut: 

1. Bab ! mcnjclaskan mengcnai lalar belakang kondisi yang 
teijadi saat penyusunan Rancangan APBD Tahun 
Anggaran 2008 dnn molihat asumsi dasar perkiraan 
perkembangan ekonomi di Tahun anggaran berjalan 
Bohingga daput lersusuniiya Rancangan APBD Tnhun 
Anggaran 200S. 

2. Bab If menjclasknn mengenai kondisi perkembangan 
pendapatan selama kurun anggaran beijalan- Pada bab Ini 
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diuraikan mengenai perkembangan kebijakan pendapatan 
daerah dan berbagai kebijakan yang berpenganih 
terhadap masing-masing iinsur dalam setiap kumponen 
APBD. Pada Dab ini juga diuraikan kebijakim pendapatan 
daerah pada Rancangan APBD Tahun 2008, sebab -
schah kenaikan dan pcnjelasan secara kuantitatif dati 
target yang di proyeksi kan. 

3. Bab III menjelaskan mengenai kondisi perkembangan 
belanja selama kurun anggaran berjalan. Pada bab ini 
diuraikan mengenai perkembangan umnm belanja daerah 
dan faktor-faktor yang berpenparuli terhadap masing-
masing unsur dalam setiap komponen APBD. Pada bab ini 
juga diuraikan kehijakan bclnnja daerah pada Rancangan 
APBD Tahun 2008, serta latar belakang pcngalokasian 
belanja daerah. 

4. Bab IV menjelaskan mengenai perkembangan umum dan 
arah kebijakan pembiayaan daerah sebagai impliknsi dari 
target Pendapanni yang ditelapkaa dan alokasi kebutuhan 
belanja daerah. 

5. Bab V merupakan penutup dari keseluruhanuraian 
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B A B I I 

K O N D I S I D A N K E B I J A K A N 

A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A E R A H 

2.1 K o n d i s i U m u m Pendapatan D a e r a h 

I'endapatan daerah merupakan komponen ynng sangat 
penting dnn strategis dalam stniktur APHD mcngingat 
prraiuinnya dnlam meningkatkan kapasilas fiskal, menekan 
defisit, dnn pembiayaan belanja tlaerah. Pendapatan daerah 
SGSuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan i^ain-Lain 
Pendapatan Yang Sah. Siimber-anml'*rr penerimaan tersebut 
melalui prinsip descntrabsasi fiskal, maka scmna 
pcmungutan dan pengelolaan pendapatan daerah menjadi 
ranggungjawab sepemihnya dalam rangka membiayai rumah 
langga pcmerintahan daerah, 

Untuk menentiikan bosaran pendapatan daerah dalam Al'BO 

dipengaiuhi alch behcrapa fLiklur, yakni kondisi ekonomi 

nakio, reaiisasi pendapatan dalam tahun seboluinnya, 

kebijal^an yang dilakuken dalam bidang larif, subjek dan 

•bjek pengenaan serta peibaikan, cfisicnsi, dan efcklbitiis 

administrasi pemimgutan, serta struktur perekonomian dari 

s^uatu daerah-

Dibidang ekonomi makro Tahun 2008 diperkirakan suku 

bunga SBI mengalami fluktiiasi naniun lidak lebih dari 

tingkat 10 %. Perkembangan niemperlihalkan bahwa suku 

bunga di Tahun 2007 menunjukkan tren penurunan suku 

bunga karena seiring dengan menguatnya niiai tukar nipiah 

dan menurunnya inflasi. Hal ini lidak lerlepas dari langkah -
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langkah yang ditempuh Bank Indonesia dalam menurunkan 

suku bunga Bl Rate secara bertahap, lenikur dan berhali-hati 

scjak Mci 2006. Langkah penurunan suku bunga yang 

ditempuh Bank Indonesia ini sekaligus menandai adanya 

perubahan posisi kebyakan moneter dnn kebijakan 

sebelumnya yang cenderung kelat (tight bias) menjadi sedikit 

longgar (cautious easing). Pada akhir tahun 2006 BI rate 

mencapai 9,75 persen atau mengalami penurunan sebesar 

300 basis points dari 12,75 awal tahun, Penurunan BI rate 

ini diikuli oleh menurunnya suku bunga SBI 3 bulan, yaitu 

dari 12,92 persen pada awal tahun 2O06 menjadi 9,50 persen 

pada akhir tahun, atau terjadi penui'unan 342 basis points 

(bps). Dengan perkembangan tersebut, rata-rata suku bunga 

SBI 3 bulan dalam tahun 2006 mencapai 11,74 persen. 

Menginjak Tahun 2007 rate suku bunga rata-rata sudah 

dibawah 10 %. 
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CnJika. i 

Perkcmbuigui Bl lUtc, SBI 3 bulan dan Bunga Dcporito 

MelihiU porkeinbongan tersebut, inakn diperkiiaknn tii Lahun 
20o8) tingkat rate suku bunga baik LSBI 3 hiilaji dnn bunga 
Deposito memiliki kccenderungan lingkat yang sama dengan 
lajn konslan pada rata-rata 8 %. 

Unluk sektor l iil, penurunan ini lebih menyebabkan peuganih 

yang sangat positif Dengan penurunan suku bunga, 

ekspektnsi Pemerintah dapat meningkatkan in vestas i 
dihcrbagai sektor pembangunan sehingga seklor riil akan 

mampu menunjukkan peniugkatar.. Olch karena itu 

diharapkan sektor perbaukan meningkatkan fungsi 

medinsinya secara maksimal kepaca duuia usaha dan 

masyarakal pada umumnya sehrugga sektor rill dapat lebih 

meningkat. 

Naiuun penurunan ini juga dapat berdampak negatif 
khususnya liasll yang diperoloh olch remeriutah Kabupaten 
Lamongan dalam |>engclolaan keuangan kas yang dilanamkan 
disejumlah pcrbankan pemerintah. Penurunan ini 

Noti K ûjngan RAPBD 200H 11-15 



Kondisi dan Kphir.ik.m AnsR'ff . ' i i Pi ndapatan Daerah 

menyebabkan penentnaan jasa gfm dan deposito mengalami 

tekanan, 

Bcsamya pendapatan daerab tahun 20 oB juga 

mompertimbangkan tingkat kmetja dari realisasi Pendapatan 
Tahun sebelumnya, dan Realisasi Semester I serta 
prognosisnya. 

Selama 3 (liga) tahun terakhir. pertunibuhan ckonomi 
Lainongan secara dinamis meugaTami kenaikan, dari 
pcrtumbuhan stagnan akibat imbas keterpunikan ekonomi 
nasional di era awal tahun 2000 dengan tingkat pertunibuhan 
hanya sebesar 3 %, di Tahun 2006 telah mencapai 5,8 %. 
Bcberapa program pembangunan mengalami perkembangan 
yang baik khususnya dibidang jasa yakni pariwisata dau 
proi>erli. Pcrtumbuhan demikian mengakibatkan kinerja 
Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhau positif. 
Perkembangan Realisasi JVtidapatan Daerah dalam tahun 
2005-2007 dapat dicennat! pada label II.1. 

Realisasi Pendapatan Daerab dalam Tahun 2005 dari 
Rp, 443,956.394-219.37 mengalami kenaikan di Tahun 2006 
sehingga menjadi sebesar Rp, 66i.759.337-i97i70 atau 
presentase kenaikan sebesar 49.06 %. Kinerja pendapatan 
daerah yang tinggi tersebut dipicu adanya aiokiusi dari Dana 
Perimbangan dari Pemerintah Pusnl. 
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T a b e i n . i 
PeekemhjinKlin Krnl ispsI PendnpatAn Ducruh 

Tahun 2005-30(17 

Vrwimn TOOK 1 TfiO« WOT" 
PAD 
Oana Penmbangan 
Li\\y Lam P*r>apin yg lari 
ftnOajidtAn Dawah 

41 3&3 905 714 3? 
3T7ll9 5 M m 0 O 

70 482.690 000,00 
443 056M4.2I0.37 

4305BK01 192,63 
eooeoT imaUBr 

6896 6S4 ISO 00 
0*1759 337 197,70 

61 JOT 945 II5.DD 
052 M9 317 91*00 

36 a 1Q 084 696 00 
739 250 947 925.00 

Suaiber Oaia - BKBO Umongjin 

Scdangkan untuk Tnhun 2007 Pendapatan Daernh 
diproyeksiknn sebesar Rp, ^39 a50'947-9'-J5,oo sehingga 
apabiln dibandingkan dengan besaran realisnsi Pendiipatnn 
Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 11,71 %. 
Unluk mclihat perkembangan Pendapatan Daerah dapat 
dilihat Urafik I L a di b a w h ini ; 

G n T i k l L a 
PerkembiinRan Penaapfltaii I>arrali 

'] j ihun ^nu4-20U7 

100 

—•— PAD — » — Ptirkmbangan —a— LMrHLain - K - PenOapalan DAeraTi 
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Dari proyeksi Pendapatan Daerah yang ditargelkan tersebut, 
selama Semester 1 tdah teroalisasi eebesar 5^A5%- Realisasi 
selama Semester I dupat dicermatl pada Tabd 11.2 

T a b d t l . X 
Rrnli^Asi Pendapatan Daerah 

Semester I Tahun Z007 

PAD 
O i i i PfVn^nigtn 

RsalliHl 
43111 1B1 ADO 

B4Qgi6 7M STO 
AM 2<10 

714 6fl0 434 37D_ 
*JTirg« APBDTiJiLin 
Suaiber Data : Laporan RcDELNpnl flcini^iL^r I - IlKaD 

26 090 90* 974.19 
33S 400 l06fi1S.CO 

12 222 673 71500 
378 313.776 305,18 

51 
iO.lfl ^ 
52.30% 

52,65 % 

2.2 K e b u t t l c ^ U m u m Pendapatan E>acrah 

Formidasi kebijakan dalam mcndukung pengelolaan 
anggaran pendapatan daerah akan Icblh difokiiskan pada 
upaya imtuk niobilisasi pendapatan asli daerah dan 
penerimaan daerah Ininnya. Pcrtumbuhan komponen Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pcnisahaan Daerah 
akan menjadi faktor >'ang periling dalam mendorong 
pcrtumbuhan PAD. Setkingkim untuk Dana Perimhangan, 
komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil 
Bukan Pajak dan Bnnttian Keuangan Pronnsi adalah 2 unsur 
yang sangat penting dalam niendorong pertumhuhan Dana 
Perimbangan yang akan dipenlch nanttnya. 

Ditinjan dari kcim|iosisi Pendapatan Daerah, trend 
kenaikkon peranan PA]>dari 'innid penurunan dari jXTanan 
Dana Perimbangan sampai dengan 2010 diperkirakan akan 
lerus IxTlang-sung meskipun dalarn kaitan tersebut 
diperkirakan dciminnsi perainn Dana rerimbangaii dalam 
mcmbentuk total peroJehan Pendapatan Daerah akan totap 
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diatas peranan PAD dengan perkiraan komposisi sekitar 85 
person untuk Dana Perimbangan dan sekitar 10 persen 
untuk PAD. Sedan gkan untuk komponen IxOin-lain 
Pendapatan yang Sah peianannya diperkirakan sekitar 5 
persen. 
Terdapat beberapn hal yang ciikup penting terkait dengan 
prospek keuangan daerah kedepan yaiig antara lain adalah : 
1. Bahvva peranan seklor Pajak Daerah dan bagi Hasil 

kekayaan yang dipisahkan seperti B U M D dalam 
memberikan sunibangan ke PAD, kedepan, tampaknya 
akan semakin penting. Untuk itu, upaya unluk Icrus 
melakukan baik ekstensifikasi melalui perluasan basis 
pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat 
maupun intensifikasi melalui upaya yang terus mcnerus 
dalam melakukan perbaikan kedalam dan senanliasa 
meningkatkan kosadaran wajib pajak dan retribusi 
daiam memenuhi kewajlbannya adaiah hal yang rnutlak 
unluk tetap dilanjutkan secara konsistcn termasuk 
dalam upaya UTUuk terus meningkatkan efisreiisi. 

2. Upaya ekstensifikasi pajak scbagaimana yang telah 
dfsampaikan, tampaknya tidak cukup hanya 
mengandalkan kondisi sarana prasarnna pembangunan 
yang ada seperti saal ini. Untuk itu, kedepan, prioritas 
pembangunan kola harus benar-benar fokus pada 
sektor-sektor yang mampn menarik investasi guna 
mendorong peitumbuhan ekonomi kota dakm upaya 
moningkatkan da>a beli masyarakat yang dalam hal ini 
tuntunya harus dilakukan dengan tanpa 
mengesainpingkan konsistensi dalam menekan 
ketimpangan pendapatan masyarakat scbagai liontuk 
upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap 

HolaKauanflan RAPBD 2003 If • 19 



Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Bab II 

mempcrhntikan keseimbangan dalam segala aspck 
keliidupan masyarakat yang ada di Kabupaten 
[jimongan. 

2-3 E a l i m a s i Pendapulan Daerah 

Berdasarkan kondisi objektif dan langkah-langkah kebijakiin 
yang akan ditempuh ok'h l^omerintah Kabiipjiten l.aini>ngan, 
maka target Pendapatan Daerah pada lahun Anggaran 2no8 
diperkirakan mencjipai sebesar Rp. 8lfi. 150,43b.221,00 yang 
berarti meogalami kenaikan sebesar 10,40 %. Adapun 
gambaran kondisi tersebut dapat dilihflt pada Tabol 1 
dibawah i n i : 

TarKvl Pri idi ipulan Daeruh 

(Tahun'JMO" don :£<toH) 

I U n i l u i 
PAD 
Dana Perimbangan 
La in-Lain Penerimaan 
ygsah 

Jumiah 

Tahun 2007 

51.362-945-115.00 

652.269.317 9 l!i>O0 

35-61^.684.895,00 

739.a50.947 925.00 

Tahun 2t)n8 

53.427.683.326.00 

730.104.068.000,00 

32,618.684,895,00 

816.150.436.221,00 

IVngan melihal perkembangan Pendnputan Kabupaten 
l-aniongan yang mengnliimi kenaikan tersebut, dari tabel 
difltas dapat dilihat bahwa kenaikan pendapatan daerah, 
dari komponen penerimaan Dana Periinimngan mengalami 
peningkatan sebesar 11.93 sedangkan unluk komponen 
Pendiipalan Asli Daerah (P.AD) seliesar 4,02 %, dan lain-
Lnin Pendapaian yang sah mengalami poiuirunfln sebesar " 
8,42 %, 

Xou Kciungan RAFUO ZOOS El-20 
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Sclanjutnya masing-niHsing komponen tersebut diuroiknn 
penjelasan sebagai I x r i k i i t : 
Dari komponen Pendapatan Asli Daerah diproyckslkan 
mencapai sebesar Rp. 53.427-683,326,00 atau mengalami 
kenaikan sebesar Rp. 2.064-73^.211,00 atau sebesar 4,0a % 
hila dibandingkan pada Tahnn 2007. 

Untuk melihal perkembangan Pendapatan Asli Daerah 
tersebut dapat dilihat pada 'i'abel 2 dibawah i n i : 

Tnbel z 

Target Pendapatan As l i D u r r u h 

T a h u n aoo"^- anofi 

Uraian 1ahun 2 0 0 7 Tahun 2008 

Pujak Oaprjih 
Relribiial Oaciflh 
Ha*jl Pri'tjhan<ian milik daemh 
Liiri'Laln PADi-angsah 

ia.n4.764,fK>0,O(j 
14118.1̂ 5 f), 670,00 

9.547 745 445^00 

ii.a9Z.]B5.cX)0H0O 

13.026,775,000,00 

20.914,180.200,00 

10.560,635,626,00 

ti.926.59a-500 .eo 

Jumlah PAD 51.367.945-Li5'00 53-427683.326.00 

Don masing-masing komponen Pendapatan Asli D a m h 
tersebut diatas dmraikuii sebagai bcrikut: 

P i ^ n k D a e r a h 

Penerimaan dari Pajak Daerah diperkirakan mencapai 
seliesar Rp. i^-O^b.^yB-ooOyOa atau mengalami kenaikan 
sebesar 7,52 %. Dari masing-masing komponen Pajak 
Dnernh tersebut, diuraikan secara rinci sebagai berikul: 

IL z i 
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Pajak Hotel dari sisi subyek penertmaaiuiya mengalami 
perkembangan yang meningkat selama 3 tahun terakhir ini. 
Perkembangan sektor jasa yang mulai berkcmbang 
khususnya adanya Wisata Bahart l-amongan dan Wisata 
Keagamaan di Sunan drajat memberikan andil yang cukup 
signifikan. Untuk Tahun 200B, Pajak Hotel ditargetkan 
penerimaan nya sebesar Rp. 102.000.00 0,00 sehingga 
mengalami kenaikan sebesar Rp, 84.950.000,00 alau naik 
sebesar 496^24 % apabila dibandingkan dengan Tahun 
20O7- Guna lebih menginlensifika.sikan penerimaan ini 
masih perlu dilakuka?) pembenahan manajemen pcnagihan, 
sepcrli penertiban pembukuan dan pencatatan siibyek 
penerimaan pajak ini, 

Pajak Restoran diproyeksikan sebesar Rp. 75,000.000,00 
schingga mengalami kenaikan sebesar Rp, 14.148.400,00 
alau sebesar 23,25 %. tJebagaimana perkembangan sektor 
jasa yang meningkat, perkembangan sektor kulinet di 
Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup besar 
apabila ditinjau dari letak geografisnya dan karakter 
masyarakatnya yang bnnyak meinporoleh mata pencaharian 
di bisnis makanan. Hal ini juga didukung berbagai iangkah 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 
mengcmbangkan seklor ini sehingga mampu meningkatkan 
kfniliibusinya dalam penerimaan Pajak Restoran, seperti 
kebijakan kelonggaran masyarakal untuk masiik disektor 
informal, sehingga dLsamping meningkatkan kcsemarakan 
kota, meningkatkan pendapatan masv'arakat dan 
mengurangi angka pcngMnggiiran serta mampu memberikan 
peiiingkatkan dari konrribiisi sektor ini. 
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Pajak Kiburan dilargclknn sebesar Rp. 290.000,000,00 
sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. [79-001.000,00 
atau sebesar 161,26 %. Pajak Hiburan berkcmbang seiring 
dengan kemampuan dalam mengadaan event-event di 
wjlayah lOibupaten Lamongan. oleh karena itu penerimaan 
ini iidn yang bersifat pcimnnen sc:ierti subvek pada Rumah 
bilynr maupun agenda olahraga dncrah yang bersifal tetap, 
obyek i^Jak ini yang puling poTensi.i] dalam meningkatkan 
penerimaan ini adalah dari Permainan Kelangkasan yang 
semakin marak ada di masyarakat. Scdangkan untuk event-
event yang bersifat insidenliif merupakan potesl yang hams 
lebih dimaksimalkan karena dari event ini memiliki 
konlribusi ob>ckpenerimaan yang besar. 

Pajak Reklame ditargetkan sebesiir Rp. 335.000,000,00 
sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.000,000,00 
ataiT ia,79 %. Pengonaan pajak ini didasarkaii pada nilai 
se^ra reklame yang ditenlukar oleh faktor lokasi 
penempatan. jenis. jangka waktu. dan ukuran reklame 
Target kenaikan Pajak Reklame di Tahun 2008 akan 
diupayakan dalam memndahkan prosedur pengiinisan izin 
reklame di lA-ilayah Kabupaten Uimongan. Namim demikian 
juga akan lebih diperllmbnngkan rilai estetikn kola guna 
mendukung keindahan dnn kenyamnnan kota Lamongan. 

Pajak Penerangan Jalan diproyeksikan scbesnr 
Rp, 17.944,275,000,00 sehingga mengalami kenaikan 
sebesar Rp. 577-313000,00 alau sebesar 5,08 %. 
Penerimaan Pajak ini mm* pa kan kontributor lerbM-sar 
dibandingkan dengan jenis latnnya. Kenaikan penerimaan 
in! disesuaikan pemakaian daya konsumsi Listrik olch 
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masyarakat dan Pemerintah di Kabupaten Lamongan yang 
diperkirakan mengalami kenaikan, 

Pajak Pengambilan Bahan Galinn Golongan C diproyeksikan 
sebesar Rp. 200.000,000,00 sehingga mengalami kenaikan 
sebcaav Rp. 9,234.000,00 atau sebesar 4.̂ *4 ^- Potensi dari 
Pajak ini merupakan sumber daya alam yang sangat besar 
dimiliki oleh Kabupaten Umongan. Dalam mengoptimalkan 
manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki tersebut pcrlu 
adanya penaiaan yang lehih komprehensif di.samplng dapat 
dimanfatkan oleh masyarakal juga berkoniribnsi terhadap 
penerimaan melaku penataan dan penga^ -̂asau yang lebih 
intensif. 

Pajak Parkir diproyeksikan sebesar Rp. 25,000.000.00 
sehingga mengafami kennikan sebesar Rp, 7 000,000.00 
atau naik sebesar 38,89 Objek Pajak Parkir adalah 
penyclenggara tempal pnrkfr kendaraan bermotor di luar 
badan jalan. baik yang disediakan bcrkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disedinluin sebagai suaiii usaha, 
termasuk tempal peniti|>^m kendaraan liermotor > îig 
mcmLingu! bayaran. Guna tercnj^ainya target dari Pajak 
Parkir akan dilakukan pcndaCaan usaha parkir dan 
sosialisasi yang seinnkin intensif, 

I'njak S a rang Buniiig diproyeksikan sobe.sav 
Rp. 55,000,000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 
Rp. 1,864,600,00 atau 3,51 %. Siibyck Pajak adalah 
IVmilik Saraiig Buruiig yang temp.it pemeliharaan Sarang 
burungnya berada di dalam daerah, setiap mengambil alau 
mengunduh sarang burungnya dikennkan Pajak 
Pengaiiibilan Sarang Burung, Perkembangan Pajak Sarang 

. 1 
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biirimg n.iasih dilcmultiin hanibalan meskipuii mrngnlami 
kenaikan target. Hambatan lebih discbahkan masih kiirang 
sfldarnya wajib pajak dalam iiicmeniihi kewajiban perda 
yang ditentnkan oleh PrmerinUih Kiibupflten Lamongan. 
Untuk itu dalam meningkatkar target akan diupayakan 
melalui sosialisasi dan juga tindakan yang lehih tegas 
terhadap vrajib pajak yang selama ini mangkiv ketika adn 
pcnagihan oleh petugas di lapangan. 

K c l r i b i i s i D u c r a h 

Secara kesoluruhan penerimaan Relribusi Daerah 
diproyeksikan sebesar Rp. 2 0 . 9 1 4 - - 2 0 0 . 0 0 sehingga 
mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.505.929.530,00 alau 
sebesar 13,61 %. Dari masing-masing komponen Relribusi, 
diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

Relribusi Pelayanan Kcsehatan diproyeksikan sebesar 
Rp, 8-625.681.000,00 sehingga mengalami kenaikan 
sebesar Rp. 968.368.280.00 alau sebesar 12,65 
Penerimaan retribusi ini ditentukan olch kualitas dan 
laiantitns pelayanan kepada masyaraltat:. maka kebijakan 
Pemcrinlab dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 
masyarakat dibidang kesehatan terus ditingkatkan untuk 
meniperoleh pelayanan kesehatan yang lerjnngknu. Untuk 
penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSD Dr. 
Soegiri ditargetkan sebesar Rp. 7,267.331.000,00 dan Dinas 
Kesehatan dilargetkan sebesar Rp- :.358,350.000,00. 

Relribusi Pelayanan Pcrsampahnn / Kebejsiban 
diproyeksikan sebesar Rp, 100,000.000,00 sehingga tidak 
mengalami kenaikan, Retribusi ini merupakan pcmbayaran 
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atas jasa pelayanan persanipahan/kebersihan yang khusus 
disediakan dan atau diberikan olek Pemerintah Daerah 
untuk kopentingan orang pribadi atau badan. Untuk 
mencapai target tersebut akan diupayakan melalui 
intensifikasi pemungutan dan penatann keadministrasian 
data yang lebih akural. 

Retribusi Penggantian Binya Cetak Karlu Tanda Penduduk 
dan Akla Catatan diproyeksikan sebesar 
Rp. 1.868.000.000,00 ŝ ehinggEi inengalami kenaikan 
sebesar Rp. 756-000,000,00 atau sebesar 67^99 ^- Untuk 
Rea Cotak KTP ditargetkan sebesar Rp. 1,588.000,000.00 
dan Bea Cetak Aktn Catalan Sipil ditargetkan sebesar 
Rp. 280.000,000,00 

Jtetiihusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
diproyeksikan sebesar Rp. 3,698,500.000,00 sehingga 
mengalami kenaikan sebesar Rp. 468.954 250 atau sebesar 
»4.52 %. Khusus terhadap parkir berlangganan kenaikan ini 
disesuaikan dengan polensi jiimlah kendaraan roda dua 
maupun roda 4 yang diharapkan lehih leradministrasikan di 
Tahun 2008, sedangkan unluk parkir harian ditepi jalan 
umum merupakan potensi dari pcmungulan kendaraan 
diluar wilayah administrasi Kabupaten Lamongan. 

Retribusi Pelayanan Pasar diproyeksikan sebesar 
Rp. 1,965.300.000,00 sehingga mengalami kenaikan 
sebesar Rp. 70,300.000,00 atau sebesar 3,71 %. 
Kenaikan ini aknn diupayakan melalui inteiisifika.si 
pemunguian mengingat hnh'A^ potensi untuk 
mengembangkan dan meningkatkan wajib relribusi mi 
semakin herkembang, Oleh karena itu pcrlu adanya 
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pcnyempumaan sistem tagihnn pedagang dengan 
mengcdepnnkan fungsi pelayanan untuk rncnciplakan pasar 
yan^ m-madai, bcrsih, terlib dan aman sehingga memhori 
manfsinl kepada pedagang. masyarakat umum dan 
mcml>enkan kontribusi riil kepada remeHnlalj Kaliupaleii. 

Retribusi Pcngujiaii KendaTaan lleimotur diproyeksikan 
sobesar Rp, 425-000.000,00 sehingga mengalami kenaikan 
sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 3,66 %. Kenaikan 
ini mcmpakan proyeksi dari potensi koseliinihan dari 
kendaraan bermotor unlvk nngkiiian yang ada di Kabupaten 
l^amongan yang diharapkan mengalami peningkatan 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pe madam Kebakaran 
diproyeksikan sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga 
mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.000.000*00 atau 
sebesar 100,00 %. Kenaikan ini diupayakan melalui 
intensifikasi pcmungulan terhadaj perkantoran Pemerintah 
dan swasta dan perusnhan-pemsahaan di Kabupaten 
Lamongan 

Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 
merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Kabupaten l-amongan khususma padu lolcasi pelayanan 
publik (toilet* rest area dan tanah lanah dan bangunan yang 
discwflkan), UnUik lohiin 2008 diproyeksikan scbcsar Rp. 
1,089,088.000*00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 
Rp- 85,788.000.00 atau sebesar 8.55 %. Kenaikan 
ditargetkan dari sewa tanah imliik papan reklame dan 
pemanfaatan gedurig untuk dipakai olch Ikink Daerah 
Lxamongan, 
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Retribusi Jasa Usaha Tcmpat Pcklangun dimana untuk 
Kabupaten Uimongan memiliki I'cmpat Pelelniigan Ikan 
yang tersebar di 5 lokasi TPl dlsepanjang panlai di 
Kabupiiten 1.̂ imongan, Untuk penerimaan nya diproyeksikan 
sebesar Hp, 360.500,000,00 sehingga tidnk 
mengalami kenaikan apabila dibaridingkarL dnigan tahun 
2007-

Rctribus! Jasa Usnha Terminal di l,amongun hanya memiliki 
2 obyok yakni di Terminal Kota Lamongan dan Terminal 
Babat- Masih adanya keterlKitasan fungsi terminal di 
I-amongan mengakibatkan penerimaan ini ditargetkan tidak 
mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 118.728.000,00. 

Retribusi .Jasa Usaha Tempat Usaha Kluisiis Parkir 
diproyeksikan sebesar Rp. 122.658.200,00 sehingga 
mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.894-200,00 atau sebesar 
5,05 %, meskipun salrth satu obyeknya dihapiLs yakni Kfirgo 
Terminal Rabat yong dimanfaatkaii untuk Pembangunan 
Pasar Agrobis. Olch karena itu dalam upaya meningkatkan 
penerimaan ini akan diupayakan intensifikasi pada scluruh 
obyek lempat parkir khutius. 

Retribusi Jasa Usaha Ruinali Pnlong Hewan diproyeLslkan 
sebesar Rp. 49.800.000,00 sehingga mengalami kenaikan 
sebesar Rp. 4.500,000,00 otau sebesar 9,93 %. Adanya 
kenaikan konsumsi daging serta perkembangan jiimlah 
[ernak di Lamongan diharapkan mampu meningkatkan 
penerimaan dari sektor jnsa usaha polong hewan. 

Rclribusi Jasa Usaha Tempal Rekreasl dan Olahraga 
diproyoksikiin sebesar Rp- 388,000.000,00 sehingga 
mengaliuni kenaikan selx^nr Up. n.000,000,00 alau naik 
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sebesar 2,92 %. Obyck penprimaaa Rctrihufli ini meliputi 
pengelulaan makam Sunan Drajad, vvaUuk Gondang dan 
kcrcln kelinri. Dari obyek lersebu! dihiirapbm aknn 
berkembaug seiring dengan pcnigkaian ekonomi 
masjarakai. 

Retribusi Irin Mendirikan Bangunan diproyeksikan sebesar 
Rp. 730,000,000,0c schingga mengalami penurunan 
sebesar Rp. 65,000.000*00 atau sebesar ft,ifi %, 
Penurunan tersebut merupakan Inplikasi besamya target 
Tabun 2007 yang mengalami peningkatan pembjingunan 
sektor perumalian. Pmyeksi perkembangan dl Tahun 2008 
diperkirakan mengalami pcmminan sehingga target ini 
perlu dilakukan penyesuaian. 

Rclribusi Irin Ganggimn/Keramaian diproyeksikan sobcsar 
RP' 133-000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 
Rp. 10.000.000,00 atau sebesar 8.13 %. Kenaikan ini 
disesuaikan dengan data potensi pcmsahnan yang telah 
mcngadmisnistrasikan di tahun 2007-

Retribusi Izin Trayek diproyeksikan sebesar Rp. 
17.100.000*00 sehingga lidak mengalami kennikan, Tidak 
adanya perubahan target tersebut karena sekiditnya 
tambahan armada bam. 

Relribusi Ijin Usaha Perikanan dlproye[cail<an aebcsar 
Rp. 10.000.000,00. Tidak dinaikkannya target ini 
disesuaikan dengan pencnpnian pcndoftarnn per usaha an 
yang telah tcrdata. 

Unluk Roti lbusi Izin Jasa Usaha yang dikclola khususnya 
oleh Kantor Perijinan dapat diuraikan seba^i berikut: 
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Retribusi Izin Jasa Usaha Kontruksi ditargetkan sebesar 
ditargetkan sebesar Rp. 21.875.000*00 schingga mengalami 
kenaikan sebesar Rp, 13.375,000*00 atau sebesar I57i35 %• 

Relribusi Izin Jasa Usaha Perdagangan ditargetkan sebesar 
Rp. 52.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 
Rp. 4.500.000,00 alau sebesar 9,38 %. 

Retribusi Tanda Daftar Ferusahaan ditargetkan sebesar 
Rp. 46,500,000,00 schingga mengalami kenaikan sebesar 
Rp-1-500,000,00 atau sebesar 3,33 %, 

Retribusi Tanda Daftar Industri ditargetkan sebesar 
Rp. 8,900.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 
Rp. 3.900.000,00 atau sebesar 78,00 %. 

Retrilmsi Tanda Daftar Gudang ditargetkan sebesar 
Rp. 1-050-000*00 sehingga mengalami penurunan sebesar 
Rp. 950,000,00 atau sebesar 47i50 %• 

Retribusi Izin Praktek Pelayanan Kcseliatan ditargetkan 
sebesar Rp. ioo.ooo-000*oo sehingga tidak mengalami 
perubahan. 

RetribtLsi pemeriksaan Kesehatan Ilesvan diproyeksikan 
sebesar Rp. 44.000.000,00, sehingga mengalami kenaikan 
sebesar Rp, 4.000.000.00 alau sebesar 10*00 %. 

Rclribusi [/in Penebangan Kayu dan lata usaha kayu rakyat 
diproyckKikan sebesar Rp, 55.000,000,00, srhinggit 
mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.000.000*00 atau seliesar 
17,02 %. 

Nota Kcujnfian RAPBU ZOOB II - :-iO 



Kondf-'ri (fnri Kebii.ikjn Anf^iMr.in Peinf,s|^.ii-iii fiarr.ih n,111 I I 

Retribusi Ijin Penggilinfian Padi, Kuller dan penyosohan 
Beras diproyeksikan sebesar Rp. 15.000.000,00, sehingga 
tidak mengatami kenaikan. 

Retribusi i*as Kecil dan Sertifikafi Kcsempurnaan Kapal 
diproyeksikan sebesar Rp, 7-000.oon.00 sehingga 
niengalnmi kenaikan sebesar Rp. 500.000,00 atau sebesar 
7*69%. 

Retribusi Biaya pengandaan dokumen pengadaan banmg 
dan jnsa merupakan obyek penerimaan dari flklKitas 
pel clan gan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Dari 
penerimaan ini diproyeksikan sebestr Rp. 825.000.000.00 
sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 125.000.000,00 
atau sebesar 17*86 %. Dengan ktwikan volume kogialan 
Pemerintah Kabupaten L-nmongan yang dituangkan didalam 
APBD maka ditargetkiui penerimaan akan mengalami 
kenaikan yang cukup signifikan. 

Retribusi Izin Kkspbrnsi, pcngambilan dan pemanfaatnn Air 
Bawah Tanah (ABT) diproyeksikan sebesar 
Rp. 3*000.000,00 sehingga mengalEmi kenaikan sebesar 
Rp. 300.000,00 alau sebesar n>ii %. 

Retribusi Izin Usaha Bidang Pari^isata diprc^'cksikan 
sebesar Rp. 3.ooo.oon,oo sohingga tidak mengalami 
kennikan. Fcrkenihangan retribusi ini masih memerluknn 
SDsinlisnsi dan pondataan sehingga untuk diknji polensi yang 
ndn dalam meningkatkan penerimaan ini. 

Hu^il Petigeloloun Kekayntm Daerali yang 
Dipisahkan 
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Perkembangan 3 tahun terakhir dari penerimaan hasil 
pengclolaan kekayaan daciah yang dipisahkan mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan, meski oda beltfrapa 

obyek penerimaan yang mengalami slagnasi Idnerjnnva, 

Kinerja yang bnik tlilunjnkkan dari penyevman modal 

Pemerintah kepada lembaga kenmigan scpeiti Bank Daerah 

Lamongan dan Bank Pembangunan Jatim, sedangkan 

Konlribusi Wisata Eahari Lamongan menunjukkan adanya 

perkembangan yang paling pesat dalam menyumbangkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah-

Secara keselumhan dari jenis penenmnan ini ditargetkan 

mencapai sebesar Rp. 10.560/135.626*00 yang bcrarLi 

mengalami kenaikan selwsar Kp. 1.012.890,181,00 atau 

sebesar 10,6[ %. Untuk mengeUihif kenaikiin tersebut dapril 

dilihat pada masing-masing komponen pen crime an nya, 

y a k n i : 

Bank Daerah Lamongan dilargcll^an mencapai Kcliesar 

Rp. 443.874 126,00 sehingga mengalami kennikan sebesar 

Rp, l3.S90,l3l ,O0 atau sebesar 2,99 %. 

Dari PD Ancka usaha Lamongan ditargetkan mencapai 

sebesar Rp. 155.000.000,00 sehingga tidak mengalami 

kenaikan. 

Penorimaan dari PT. T i l t s Maharani ditargetkan sebesar 

Rp. 432,000,000,00 sehingga tidak mengalami kenaikan. 

Bank P(!nibangunan Jawa Timu r ditargelkan mencapai 

sebesar Rp. 1.529.761.500,00 schingga lidak mengatjimi 

kenaikan. 
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Penyeitaan Modal kepada PT. Wisata Bahavi Lamongan 

ditargetkan sebesar Rp, 8 ,000.000,000,00 schingga 

mengalami kenaikan sebesar Rp, 1 .000.000.000,00. 

Lain-Lain Pendapatan AsDi Daerah Yang Sah 

Komponen penerimaan ini ditargetkan mencapai sebesar 

Rp, 8,926,592.500,00 sehingga mengalami penitnman 

sebesar 20,95 ^ - Unluk mctigcta mi penurunan penerimaan 

ini dapat dilihat pada masing-masing komponennya, yakni : 

Dari Hasil Fenjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 

ditargetlcan mencapai sebesar Rp. 210.250,000,00 sehingga 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 91.750.000,00 atau 

sebesar 77,43 %. Adanya rencana kenaikan aktivitas 

pembangunan kantor di Tahnn 2008 maka target dari 

penerimaan ini akan dinaikkan khususnya unluk 

penerimaan yang bcrasal dari peiijualan bahau-bahan bekas 

bangunan. 

Sedangkan dengan menurunkan Suku Bunga S B I 3 Bulan 

suku bunga mengalami penurunan selama Tahun 2007. Di 

Tahun 2008 diperkirakan mengalami hal yang sama dengan 

tingkat suku yang cukup stabil dibawah level 10 %. 

Penerimaan -lasa Giro dipioyeltsikan sebesar 

Rp. 1 .800.000.000,00 sehingga lidak meiigakiini kenaikan. 

Unluk Poncnmaan Bunga Oeposilo diproyeksilum .srlK'sai 

T̂ P- 3 .750.000.000,00 schingga tidak mengalami kenaikan. 

Pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan PPli Pasal 

21 merupalcan pengembalian reslltusi dari pajak Icrscbut 
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akibal dari kebijakan pennriiTiiin tnrif pajak irrsebiit. Di 

Tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp. 1 .000000.000,00 

sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 

1.800.000.000,00 atau sebesar -64,29 %, Penurunan ini 

merupakan penycsuaian dari target yang dikembalikan 

sceara hertahap melalui komix'nsasi. 

Penerimaan Usaha Dinas diproyeksikan sebesar 

Rp- 1757.342.500,00 sehingga mengalami penurunan 

sebesar Rp* 123.342.500.00 atau sl>csar 6*56 %. Pcniimnan 

ini disesuaikan dengan Iwsaian kegiatan revolving yang 

dilaksanakan oleh S K P D . 

Penerimann Lain-Lain diproyeksikan sebesar 

Rp. 409.000.000,00 sehingga mengalami pcnuninan 

sebesar Rp. 534-000,000,00 atau sebesar 56,63 %. 

DANA P E R I M B A N G A N 

Alokasi Dana Perimbangan Kabupaten I j n u i n g a n 

Lamongan Tahun Anggaran 2;)o8 targotnyn didasarkan 

pada Surat Direklorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

tanggal 10 Oktobcr 2007 tcntang alokasi Dana Bagi Hasil , 

Dana Alokasi Umum, Dana AJokasi Khusus dan Dnnn 

Penyesuaian Tahun 2008. 

Penerimaan Dana Perimbangar dialokasikan sebesar Rp, 

730.104.068.000,00 yang berarli mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 77,834.750.085,00 atau sebesar 11,93 %. Sccura 

rinci terhadap kcnuiluvn tersebut dapal dilihat pada Tahel 3 

dibawah i o i : 

a , Bu^i H a s i l Rnjak 
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Bagi I l a s i l Pajak terdiri dari : 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperkirakan mencapai 

sebesar Rp. 44.209.340.000,00 yang beraiiii mengalami 

penurunan sebesar Rp, 86,573.000,00 alau sebesar -0,20 %. 

Bca Pcrolelian Hak Atas Tanah dan Bangunan dialokasikan 

sebesar Rp. 3,051.490.000,00 sehingga mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 1,209.838 522,00 atau sebesar 

65.69%- • 

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Icrmasuk PPh 

Pasal 21) dialokasikan sebesar Rp, 3 .709.600,000,00 

sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,723.456.157 

atau sebesar 86,77 %• 

Bagi H a s i l Bi ikun Pajak/Sumhcr Daya A l a m 

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Diiya Alam terdiri d a r i : 

Provisi Sumber Daya Hutaii dialokasikan sebesar 

F-P- 459-150,000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 

Rp. 292.761,360,00 atiiu naik sebesar I75i95 %• 

l u i a n EksplorasE dialokasikan sebesar Rp. 3 .230,000,00 

sehingga mengalami kenaikan sehesar Rp. 322.500,00 atau 

sebesar 11,09 

Penerimaan Pungutaii Pengusahaan Hasil Perikanan 

dialokasikan tetap sebesar Rp. 350,110.000,00 sehingga 

mengalami penurunan sebesar Rp, 104435-454-00 atau 

sebesar Rp, 22,98 %, 
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Biigi hasil dari Pertambangaii Mlnyak Bumi dialokasilum 

tetap sebesar Rp. 3.056.768.ooo,OD 

D a n a A l o k a s i U m u m ( D A U ) 

Dana Alokasi Umum dialokasikan sebesar 

RP' 599 292.380.000,00 sehingga mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 58-689.380,000 atau sebesar 10,86 %. 

D a n a A l o k a s i K h u s u s ( D A K ) 

Penerimaan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) dialokasikan 

sebesar Rp. 75-972,000,000,00 sehingga mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 16.110.000.000,00 atau sebesar 

26*91 %. 

L A I N - L A I N P E N D A P A T A N Y A N G S A H 

Bagi H a s i l Pajak dan Bantuan K e u a n g a n d a r i 
P r o p i n s i 

Penerimaan ini secara keseluruhan bcrasal dari Bagi Hasil 

Propinsi yang terdiri d a r i : 

Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar 

Rp. 8.715.018.150,00 yang berarti tidak mengalami 

kenaikan. 

[]-3S 



Knndj^i dnn Kebijakan AnBgamn Perni,i|i.i[£in Hnerah Hnb 11 

Ben Balik Nnma Kendaraan Bermotoi' tlialobisikan sehesar 
8-351.148-414.00 yang bcrarti tidak mengalami kenaikan. 

Pnjnk Bahnn Baknr Kendaraan Bermotor dialokasikan 
sebesar Rp. 14.970.476.779.00 yang berarli tidak 
mengalami kenaikan. 

Pajak Penganihilan dan Pemar.faatan Air Permukaan 
dialokasikan sebesar Rp. 98,048,198,50 sehingga Lidak 
mengalami kenaikan. 

Pajak Pengamhilaii dan PcmrinfaaLan Air Bawah Tanah 
diaiokasikiin sebesar Rp. 442.966.353^0 schingga tidak 
mengalami kenaikan. 

Sumbangan Pi hak Ketiga dialokasikan sebesar 
Rp, 41.027.000,00. 
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K O N D I S I D A N K E B I J A K A N 

A N G G A R A N B E T ^ N J A D A E R A H 

2.1 KundLsi U m u m Belanja Duendi 

IR'Innja Daorah secara bcrlahap akan mcnerapkan sislcni 
anggaran tcrpadu, beibasis kinerja dan hcrdimensi jangka 
menengah sebagaimana yang diamarialkan didalam 
reratiirnn Menteri Dalam Negeil Noinor 13 Tahnn 2006 
lentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah 
Sejalan dengnn npaya reformasi di bidang pengclolaan 
keuangan negara, lolali dilakukan pnla upaya reformasi di 
bidang keuangan daerab dengan pcTiyempurnaan terhadap 
UU Nomor 22 TaUun 1999 menjadi UU Komor 32 Tahun 
2004 tentang Pemcrinlaban Daerah dan UU Nomor 25 Taluin 
1 9 9 9 menjadi L ' U Nomor 33 Tahtin 2004 lentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintohan Darrob.sebagai lu-npibaian atas ketentuan 
dininksurl. Tahnn 2006 telah lerbit Peialman pemerintah 
Nomor 13 Tnhun 2006 lentang Pcdoiiiiui Pengclolaan 
Keuangan Dnarali scbngai pelaksanii leknis pcngdolaan 
Keuangan Daerah dan dilakukan periibalian melalui 
Permendagri Nomor 59 tahun 20C7. Keleniuan-kelenluan 
dimaksud merupakan upaya reformasi Icrhadap pengclolaan 
keuangan daerah yang dhandai dengan: penerapan prinsip 
unified budget', perubahan 7-atrouMf menjadi l-aectntnt; 
perubahan anggaran berimbang menjadi anggaran 
defisit/suqjiius; perubahan incremental hudgeiorg menjadi 
performance based-budget; adanya kla&ifikasi anggaran 
berdasarkan organisasi, fungsi dan jenis belanja; perubahan 
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dari simjh entry menjadi doiJila eniry; penerapan Sistem 
Akuntansi PemeriiiCnhan yang tnengaeu pada Standar 
Akuntansi Intcrnasional; seitn anggaran berdasarkan 
medium term expenditureframewurk ( M T U P ) , 

2.2 Kebijakan U m u m Bclaixja Daerah 

Sebagai ditentukan ditentukan didalam Prioritas dnn Plafond 
Angaran, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah 
nicrumusknn program prioritas di Tahun aoo6 yang perlu 
segera ditangani, yaitu ; 

1. Pengentasan kemUkinan, pcrbaikan iklim tennga kerja 
dan peningkatan sumber daya manusia 

2. Peningkatan kesempatan kerja dnn kemudahan in\'estnst 
3. Pcmenuhan kebutiihan das^r masyarakat berupa 

pendidikan dan kesehatan 
4. Pembangunan infrastruktur sebagai pendorong akselarasi 

investasi 
5. Opiimnlisiiri dan Kwilalisa^i |}<M ikanaii dan kclantan 

2.3 th'ioi'ilus clan r i a l u u Anggai aii Uolaitja Duci ah 

Jumlah Belanja Daeroh didalnm Rancangan APBD Tahun 
Anggaran 2008 dircncanakaii dialokasikan sebesar 
Rp. S27.491.249-44LOO. Secora keseluruhan nilai Belanja 
Daerah apabila dibandingkan dcngar. Tahun 2007 mengalami 
kenaikan sebesar 4,38 96. Pemcrinti.h Kabupaten Lamongan 
terus berusaha meningkatkan kualitas belanja agar makin 
cfektif dirasakan langsung oleh masyarakat dan konsisten 
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dcngatk pTLoritas pembangunan. Belanja Pegawal sesuai 
dengan pernyalaan Pvesiden didalain pcriyampaiim 
Ketcrangan Nota Rancangan APBN Tahun 2007 pada tanggal 
16 Aguslus 2007, iclah memberikan sinyal untuk menaikkan 
Belanja Gaji pokok PNS, begitu jugj unluk |irngriim-program 
yang bcrkaitan langsung dengan pembangunan masyarakat 
telah dilingkatkan nlokasinya khususnya bidang pendidikan, 
kesehatan, infrastuktur pedcsnan dan sarana pelayanan 
publik. 

Dilihat dari stuktur Belanja Daerah, terhadap rencana belanja 
daerah yang telah dialokasikan tersebut, dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
J . Bolanja Tidak Langsung yang memiliki pcran dalam 

mcnunjnng selunih kcbutuhan belnnja pegawai PNS dan 
Pegawai Tidak Tctap, serta kebijakan Bantuan Sosinl, 
Mibali dan Bag) Hasil serlu Belanja Tidak Terduga* 
dinlokasilfnn mencapai selx^Mir Rp. 470.091, 
atau mengalami kenaikan scbesnr i,go 96. Kceilnya 
kennikan lJelnnJ.i Tidak Dingsimg (crNcimt ki\n-m 
Pemerintah Kabupaten Uimongnn telah mcmhatasi nlokasi 
nrldnja yang bersifat bantuan dan hibah, sedangkan untuk 
belanja pegawai yang diperunUikkan unTuk Belanja PNS 
dan Tenaga Konlrak secer.T kumulatif mengalami kenaikan 
karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk 
menaikkan gaji pokok PNS, 

2, Belanja Langsung yang merupakan belanja yang bcrkaitan 
dengan program dan kegiatan dari seliap Satuan Kerja 
Perangkal Daeroh direncanakan dialokasikan mencapai 
sebesar Rp. 35f> 499,908.900,00 atau naik sebesar 
7fi5 96. 
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Untuk memperjdas icncana pcncapaian Belania Daerah 
daiam Rancangan APBD Tabun Anggaran 2008, 

perkcnankanlah saya menyampaikan uraian belanja daerah 
sesuai dengan stuktur organisasi* dengan uraian sebagai 
berikut: 
1, Dinar* I'cndidikan 

Dinas Pendidikan di rencana kan memperoleh alokasi 
anggaran sebesar Rp. 321.027,824.000,00 atau naik 9,49 
%. Berbagai kebijakan pendidikan di TCabupaton Lamnngan 
diarahkan untuk pcrbaikan kualilas infrastuktur 
pendidikan dengan sasaran bahwa di tahun 2000 tidak ada 
Ligi bangunan sekolah di Kabupaten Lamongan yang tidak 
byak unluk penyclenggaraan pendidikan dari Icrnbaga 
Pendidikan Anak Usia Dini [PAUm, Pendidikan Tingkat 
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama 
dan Sekolah Menengah Umum dan setingkotnya. 
Disamping untuk pembangunan dan pomeltharaiin flslk 
sekolah, bidang pendidikan juga menjangkaii imluk 
mcmbantu sarana dan piasarana pendidikan seperti alat 
peraga, alat labovatorium dan biiku perpustakaan. 
Guna mendukung pendidikan untuk semua, Pemerintah 
Kabupaten lamongan masih memberikan beasiswa kepada 
masyarakat miskin dengan piogram bcasisw-a untuk 
memperoleh pendidikan pada pergunian tinggi. Target 
yang diharapkan program ini adalah memberikan beasiswa 
kepada 250 mahasiswa. 
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2. Dinas Kesehatan 
DiEifis Kesehatan di rencana kan memperoleh alukasi 

anggaran sebesar Rp, 52.869,314 500.00 nipiah alau naik 

7.03 %^ 
Dfaamping masih meneruskEin program pemerintah 

kabupaten Lamongan d ilam menyelenggarakan rawot 

Jalan Gratis, Program dnlam rangka meningknlkan 

kesehatan masyarakat untuk Tahun 2008 diarahkan untuk 

meningkatkan kualitns pclayamn kesehatan, dengan 

melalui peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat 

inap* program ini akan secara hcrkesinambungan 

dilakukan sehingga akan mcnjargkau discluruh w-i];iyah 

Kabupaten Lamongan disamping adanya piiskesmas-

puskesmas pembantu dan pembangunan Poliklinik Dcsa, 

T a h u n 2008 ini juga Pemerintah secara progresif 

bercncana akan membangun Rumah Sakil Ngimbang Tipe 

C guna memberikan akses kesehatan )'ang lebih baik 

kepada masyarakat di bagian selaian. 

Yang tak kalah pentmgnya adalai juga harus dilakukan 

secara rutin untuk penanggutangan penyakit menular, 

karena dirasakan masih tinggirrya endemi penyakit 

menular di Lamongnn khususnya Demam Berdarah, dnn 

juga perhatian untiik pengawasan penccgahan flu burung 

di wilayab Kabupaten Lamongan. 

3. RSD Dr. S o e g i r i 

RSD Dr. Soegiri direnoanakaii memixroleh alokasi anggaran 

sebesar Rp. 20.070.851.500,00 aluu turun 11,37 % 

Rencana alokasi belanja untuk EtSD Dr. Soegiri masih 

diprioritaskan untuk kebutuhan penyclenggaraan pelayanan 

kesehatan. disamping sambil menunggu pembangunan 
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Rencana alokasi belanja imtuk RSD Dr. Soegiri disediakan 

untuk kcbutuhan penyclenggaraan pelayanan kesehatan, 

juga akan dilakukan penambahan pengadaan alat-alai 

kedokleran dan kesehatan schir.gga dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik. 

4. D i n a s P U B i n a M a n g a 

Guna mendukung upa>'a terwtijudnya tersedianya 

infrastuktur transporlasi yang memadni di Kabupnien 

Laii.ongan, Dinas PU Bina Miirga dalam tahun 2008 

direncanakan memperoleh alokasi sebesar 

Kp, 43-104.719.000,00 atau turun sebesar 3,83 %. 

Alokasi tersebut akan dimanfaatkan unluk berbagai program 

pembangunan jalan dan jembatan diantaranya, 

pembangunan jemhatan akan dilakukan pada ft titik 

jembalan dengan alokasi dona sebesar 

Rp. 1,416.000.000,00, pembanguran saluran drninase jalan 

sepanjang 5,75 4 ^u^s jalan dengan menelan dana 

sebcsa'' 318 juta rupiah. Unltik pembangunan dan 

pemeliharaan ruas jalan Kabupaten tetap akan menjadi 

pcrhatian oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan serta guna 

mcmpeduas akses jalan kepada masyarakat podesnan, telah 

dilakukan peningkatan jalan porosdesa. 

5. Dinas P U Pengairan 
PU Pengairan direncHnakan memperoleh alokasi anggaran 

sebesar Rp. 16.691.382,000,00 atautunm sebesar 20,70 %. 

Fungsi alokasi anggaran pada Dinas P U Peng^ilran 

dimanfaatkan untuk mendukung ketersediaan air baku bagi 

pertanian dan tambak di wilayah Kabupaten Lamongan, 
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Guna mengurangi bencana banjir* maka normalisasi sungai 

dan waduk masih dilakukan pada beberapa wilayah yang 

rawan akan banjir, 

Sodangl;an untuk menyodiakan air bmsih dl wilayah 

pedeanan telah diprogramkan pembangunan jaringan air 

bersih dengan 30 sasnran deugau alokasi dana sebesar 

I^P' 4'573-052-000,O0. 

6. Dinas PIJ C i p l a K;ir>a 
Dinas P U Cipta Karya diicnnanakaii mcmpemlch alokasi 

anggaran sebesar Rp. 49.919,867.000,00 atau naik 47,81 %. 

Di Tahun 2008 sejumlah proyek infrakstruktur yang 

berskalfl besar tciah diprogramkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lamongan, Boberapa diantaranya adalnh 

pembangunan lanjutan Kanior PD iiPR Bank Daerah 

Lamongan yang dialokasikan sebesar 

Rp. 2.90(5 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , Pembangunan Ccdung Islamic 

Center dan Perpustakaan sebesar Rp. 4 ,000.000.000,00. 

Untuk menghadirkan ketersediaan infrastrukt\m perkotaan 

di Kola Lamongan agar lebih menunjukkan eksistcnsi 
sebagai kota perdagangan, l ekreas: dan pusat pemerintahan, 

dalam T a h u n 2008 juga akan direncanakan pembangunan 

I-amongan Plasa dengan alokasi dana unmk tahun 2008 

disocliakan sebesar Rp. 16.500.000.000,00, 

7, Radan Pcrcncanannilun Pembangunan Daerah 
R A I T E D A direncanakan memperoleh alokasi anggaran 

pcbcsnr Rp. 6.493.584.000,00 atau naik 3,53 %. 

Alokasi tersebut disamping untuk metiycdiakan opcraBioiial 

agenda pcroncanaan tahunan seperti peiiyusutuin Kebijakan 

U m u m Anggaran ( K U A ) , juga disediakan untuk 

pendempingan sejumlah program pemerintah pusat untuk 
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pembordayaan pembangunan masyarakat miskln, 

pemiikiman dan lingkungan hidup. 

8. Uinas Pcrhubungan 
Dinas Perhubungan d iron can akan memperoleh alokasi 

anggaran sebesar Rp. 7.609.293.000,00 alau naik 5.76 %. 

Alokasi anggaran di priori taskan untuk pembangunan 

Terminal Paciran dengan alokasi dana sebesar S milyar 
rupiah. Untuk meningkatkan kualilas prasnrana 

infrakstruktur jalan telah disediakan beberapa lampu lalu 

lintas traffic light dengan sistem counter down, sehingga 

mampu mengurangi lossing time para pengendara 

kendaraan bermotor. 

Q. KaiiTor Catatan Siptl dan Kependudukan 
Kantor Catatan Sipil dnn Kependudukan dironcannkan 

memperoleh alnkasi anggaran sebesar 

3.043.538.000,00 atnu naik 5,75 %. 

AJokasi anggaran untuk Kantor Capil dan Kependudukan 

dinntnianya disediakan untuk operasional Sislem infc»rmasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) yang difungsikan untuk 

pelayanan K T P dan Akta catatan Sipil. 

10. Dill a s K e l u a r g a B c r c n c a n a d a n K e N c j a h t c r e a n 

Sotiiul 
Dinas Keluarga Bcrcncana dan Kescjahlcraan Sosial 

direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar 

Rp. iSn 956.106.000,00 atnu naik 30,42 %. 

Program Pembinaan keluarga Be rencana di Kabupaten 

Lnmongan akan dilakukan peningkatan dengan 
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menyedlakan sarana mobilitas bagi para penyuluh KB, 

disamping juga akan dilak-ikan pengadaan a)at kontrasepsi 

K B guna menekan laju perrumbuban penduduk di 

Kabupaten Lamongan. 

I I - Kantor Tenaga Kerja dnn Ti-ansmigi-asi 
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi direncanakan 

memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.534.223.600.00 

atau naik24p^6 %. 
Guna mengurangi tingkat pengangguran, peran Kantor 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan disediakan program 

pendidikan dan pelatihan ketcrampilan bag! pciicari kerja 

yang meliputi ruang lingkup ketenimpilan clcktrunika, 

sen^ice kendaraan bermotor. mcnjahit pcrtukangan dan 

kefrainpilan las. 

Sedangkan untuk pcncari kerja akan disediakr.n informasi 

bursa kerja melalui Job Market Fair guna memberikan 

akscs yang luas bagi pencari keija schingga diharapkan 

mampu mem bantu dalam mencaii lapangan pckerjaan. 

12. Kantor Perdagangan dan Koperasi 
Kantor Perdagangan dan Koperasi direncanakan 

memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.629.233.000,00 

atau naik sebesar 52,34 %. 

Upaya untuk m'mingkatknn pertjmbuhan ekonomi melalui 

pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten 

Lamongan semakin ditumbuhkan. Unluk mcnfasilitasi agar 

produk-produk unggulan Lamongan semakin dikenal, dalam 

Tahun 2008 akan dihikukan pcrbaikan pada showroom 
produk unggulan dengan menelan dnna sebesar 
Rp. 1.764 000.000,00. 
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Sedangkan program pembangunan Pasar Agrobis Bal>al: 
semakin dimantapkan dengan inenycdiakan dana 
pendamping oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar 
P,p, 2.000.000-000,00 

13. Itudan Kesatuan Bangsa dan P c r l i n d u n ^ n 
Masyarakat 
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 
direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar 
Bp- 3-347016-500,00 atau naik 1,83 %. 
Semakin meningkatknya boncana alam yang terjadi 
diberbflfifli daerah, memberikan kowaspadaan kepada 
Pemerinlah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan 
kewaspadaan bencana alam, untuk itu telah di prioritas kan 
untuk pembekalan dan pdatihan teknis dnlam rangka 
penanggulangan bencana alam. 

14. Kantor Polisi Pamong Praja 
Kanior Polisi Pamong Praja direncanakan memperoleh 
alokasi anggaran sebesar Rp. 2,891744.500,00 alau turun 
5>3S % 
Polisi Pomong Praja memiliki fungsi yang sangat penting 
scbagai penegak Peraturan Daerah. Program di tahun 200S 
disediakan untuk operasional Yustisi dan penegak an 
Peraturan Pcrda guna tertib lingkimgan diwilayah 
Kabupaten Lamongan. 

IS- n P R D 
DPRD direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar 
Rp, 6,596.'^2.448*00 atan turun 37%. 
Penurunan alokasi T^sda belanja DPRD menyesiiaikan 
Pcjaturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 
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16. Kcpala Dai-rali dan Wakil Kcpala Darrah 
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dircncnnakan 
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 564.475.610,00 
sehingga tidak mengalami kenaikan. Pengalokasian belanja 
Kcpala daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedomnn 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun aooo. 

17. SekrcUtriat Daerah 
Sekretariai Daerah dircnconakan niemperoleh alokasi 
anggaran sebesar Rp. 43.993,83,000,00 alau turun 18.41 %. 
Scjumleb program pembangunan dLsediakan dalam Pos 
Sekretariat Daerab- Untuk mengkoordinasikan dalam 

r rangka Bangun Praja guna meningkatkan keindahan Kola 
Lamongan telah dilakukan bebcrapa kegiatan ynng 

' berkaitan dengan tata runng kola dan lingkungan. 
Disamping itu juga guna pemantauan lingkungan 
masyarakat agar semakin bcrsih dan sehal, maka disediiikan 
program pengendalian pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup dengan melibatknn peran aorta 
masyarakat unluk ikut bertanggungjawnb terhadap 
lingkungan sekitar. 
Dibidang pemerintahan* guna meningkatkan number days 
aparat dcsa telah disediakan oricntasi kepada Kepaln Dcsa 
dan pembinaan Bodan Pcmbcrdayaan Desa (BPD) serta 
secara berhadap dialokasikan untuk pembangunan pendopo 
" pendopo Pemerinlah Desa. 
Sedangkan untuk mendukung program pembangunan* telah 
disediakan alokasi unluk pengadaan tanah dengan anggaran 
sebesar Rp, 8.000.000.000,00. 
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L8. SekretHriat DVRD 
Sekratriat DPRD direncanakan memperoleh alokasi 
anggaran sebesar Rp. 9.882.378,000,00 atau naik 20,43 %• 
Alokasi anggaran Sekretariat DPRD disediakan untuk 
mendukung kegiatan-kegiatan dalam langka peningkatan 
kapasitas Iombaga DPRD* baik melalui kegiatan workshop* 
kegiatan reses, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 
maupun sosialisasi peraturan perundang-undangan. 

19, Budati Keuangan dati Harang Daerah 
DKBD direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar 
Rp, 96,263.821.000,00 atau turun 24*55 ^-
Besaran alokasi pada BKBD disamping alokasi anggaran 
sebagai SKPD jugn berfungsi sobagai Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah (SKPKD), Sebagci SKPD, alokasi 
anggaran untuk BKBD dimanfaatan unluk penyelcrggaraan 
pelayanan di bidang keuangan. Disamping kegiatannya 
disesuaikan dengan siklus keuangan daerah yakni daiam 
rangLi untuk penyusunan PPAS, APBD, Perubahan APBD 
dan Perhilungan APBD, juga gur.a meneruskan program 
peiigembangan sistem informasi keuangan daerah yang 
telah berlangsung sejak tahun 2007 Sislem pengclolaan 
keuangan daerah di Kabupaten Lamongan Iclah 
mcnggunaknn pelnyanan keuangan ynng telah mcnyutiikan 
dengan seluruh SKPD, sehingga dapat dilakukan secara 
online untuk penalausahaan keuangan dan akuntansi. SKPD 
yang telah mcngajukan Surot Perintah Membayar (SPM) 
secara langsung dapat diakscs oleh Bcndaharawan Umum 
Daerah (BUD) untuk ditorbitkar Sl'uD guna proses 
pencairan anggarannya* schingga dapat niempcrcopat 
pelayanan keuangan daerah. 
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BKBD berfungsi scbagai SKPKD. tdah dialokasikan 
sejumlah subsidi sebesar Rp. 3.205.800.000,00, belanja 
hibah yang dialokasikan sehesar Rp. 10.922.800.000.00, 
sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial dialokasikan 
sebesar Rp. 14.255.325,000,00 dan Belanja Bagi Hasil 
sebesar Rp. 1,920.969.000,00 serta liantuan Keuangan 
sebesar Rp, 49,435.678.000,00 dan untuk Belanja Tidak 
Terdugasebesar Rp, 3.000.000.000,00. 

ao. Badan Pongawas Daerah 
Badan Pengawas Dacra)i direncanakan nicmpcroleli nlokâ î 
anggaran sebesar Rp, 3-197-883-000,00 atau naik5,J5 96, 
Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahnn dan 
pembangunan dapat dilaksanakan secara efesien. dan 
efektif, peran pengawasan daerah semakin penting untuk 
dilakukan, Alokasi tnhun 2008 disedialcnn untuk 
operasional pengawasan internal secara berkala discluruh 
SKPD di Kbupaten Lamongan, 

21. Kecamatnn dan Kelurahan 
Kecamatan dan Kclurahan direncanakan memperoleh 
alokasi anggaran sebesar Rp. 31 463 724.000,00 atau naik 
25,0J %. 

Disamping memberikan ketersediaan kebutuhan 
Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan, alokasi 
anggaran di tahun aooS juga akan mengakomodir gaji 
Sekretaris Dcsa yang akan dianglcat menjadi PNS, 

22, Dinas Pendapatan Daerah 
Dinas Pendapatan Daerah direncanakan memperoleh 
alokasi anggaran sebesar Rp- 7.409.784.983,00 atau turun 
'>39%-
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Program Ditias Pendapatan Dnorah di antara nya 
dipergunakan untuk mendukung intensifikasi dan 
ekstensifikasi pendapatan daerah sehingga diharapkan 
mampu meningkatkan pendapatan daerah, 

23* Kanior Pcryiiian 
Kanior Perijinan direncanalun memperoleh alokasi 
anggaran sebesar Rp. 2,289.916.500,00 atau naik 117,34 %-
Alokasi ini dalam tahun anggaran 2008 dianUuanya akan 
dipergunakan unluk pembangunan Kantor Perijinan, 
disamping juga untuk pcningkolan transparansi pelayanan 
perijinan melnlui penyuluhan perijinan kepada Kcpala Desa, 
pembuatan leaflet dan baliho. 

' 24. Badnii Kepcgawaiaii 
Badan Kepegawaian direncanakan memperoleh alokasi 

' anggaran sebesar Rp. 8,655.61.3.000,00 atau naik 5.36 
Peningkatan kapasitas aparaiur Pemerintah akan semakin 
ditingkatkan. Pelatihan serta pembekalan telmis iebih 
ditltikberntkan kepada profcsionalisme dalam mcngembaiig 
tugas serta peningkatan sumber daya aparatur sebagai 
npaya unluk meningkat lean peian serta aparatur dalam 
pembangunan daerah. 

25. Badan Pemberdayaun Masyarakat 
Badan Pemberdayaan Masyarakat direncanakan 
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp, 4,187.412,000,00 
atau naik 20,32 %. 

Pembcrdayaan masyarakal dcsa menjadi prioritas 
pembangunan guna mengurangi anglca kemiskinan. Oleh 
karena itu dalam alokasi tahun 2008 telah dialokasikan 
program pengcnTasan kemiskinan dan pembcrdayaan 
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roaqnmkat pdakunaan program Pcngembnngan 
Kecamalan serta peningkatan partisipasi masyarakal dalam 
membangun dcsa melalui fasilitasi pelaksnnaan 
Mus)'awarah Pembangunan Dcsa 

A r s i p dan Kepu.staknan 
Kiintor Arsip dan Kopustakaan direncanakan memperoleh 
alokasi anggaran sebesar Rp. 2.196,471-300,00 alau naik 
40,28%. 
Alokasi anggarann>^ disediakan nntuk pengclolaan arsip in-
aktif agar lertata socara terstuktur. Unmk Perpustakaan 
secara berkala akan disediakan pengadaan Buku 
Perpustakaan dengan alokasi dana mencapai sebesar Rp. 
300.000.0000,00. Disamping itu dianggnrknn puln untuk 
mcrehab gedung UPT Perpustakaan. 

27. Knntor I n f o r m a s i dim Komiinikasi 
tLtntor Informasi dan Komvmikasi direncanakan 
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.515-467.000,00 
atau turun 4>54 96. 
Alokasi anggaran nya diantaranya dipergunakan untuk 
mcnyebarluasan hasil-hasii pembangunan di Kabupaten 
Lamongan scrto evet-event penting pemerintahan. 

28. Kuntor Pcngcloluan Data E l c k t r o n i k 
KPDE direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar 
Rp. 1.702.815,000,00 alau naik 13,03 %. 
Alokasi anggaran nya disediakan untuk operasional 
pemeliharaan jaringan komputer. Perlu dis. mpaikan bahsva 
sampai sekarang ini setiap SKPD lalah memiliki Jaringan 
informasi secara tcrpadu sehingga momungkinkan unluk 
dapat dimanfaatkan oleh SKPD untuk mcmpcrmudah dalam 
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memperoleh akses informasi dati sedang di ada kan 
penambahan bandwitli untuk fasilltas internet. 

29. Dinas Pertiinian dim Kclmtunan 
Dinas pertanian dan Kehntanan direncanakan mem))crr>lch 
atokasi anggaran sebesar Rp. 15.630.908,000,00 atau naik 
11,88 96. 
Dengan perekonomian Lamongan yang masih didciminnsi 
sektor pcrlanian, pembariRunan pertanian lebih lingkatkan 
unUik meningkatkan hasil pertanian yang Icblh 
mcngedcpnnkan peningkatan pendapatan petani. Unluk ilu 
iclah disalurkan pengadaan sarana dan prasnrana pertanian 
dengan menyediakan seperti pengadaan pom pa air, 
handtractor. mesin packing dan mesin pembuat emping 
Jagung, serta pembangunan sarana dan prasarana 
pcmbibitun ternak, 

30. Dimns P e r i k a n a n , K c l a u i a i i dan Peternakan 
Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan direncanakan 
memperoleh alokasi anggaran sebesar 
Rp. ia-3i6.355-Ono,oo atau tunin 9.17 96. 
Alokasi anggaran diprogramkan diantaranya untuk 
pembangunan lost/gcdung ikan outlet dimana Lamongnn 
memiliki potensi kclautnn ynng snngat besar untuk 
diblididayaknn, disninping nntuk meningkatkan pendapatan 
masyarakat pesisir. Disamping itu juga tdah dialokasikan 
untuk pencegahan abrasi air lain iclah dibangun break ivatcr 
di Desa Sidokumpul dan Kcmanircn. 

31. Dina^i Pengclolaan Pasar 
ninn.s Pengclolaan Pasar direncanakan memperoleh alokasi 
anggaran sebesar Rp. 3.959.166.000,00 atau turun 34J5 96. 

V d U Keuangan KAPBD 2008 III-S3 



Kondisi dan Kebijakan AnEgarari Dcliinja D̂ iemh B̂ h III 

Untuk menyediakan prasarana perdagangan masyarakat, 
Pemerintah Kabupaleii l-omongan telah menyediakan 
alokasi unluk perbaikan beberapa prasarana Pasar yang 
melipuli rehabililasi los pasar liewan liabat dan Tikung 
serla pembunlan parkir, dan peibiiikan drainase Pasar. 

32. Dinas Kebiidayaan dan Parimsnta 
Dinas Kcbudayajin dan I'ariwisata direiitannkan 
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp-^./SS^ji.DtJO.ao-
Penycbafluasan kebudayaan dan panwisata di Kabupaten 
Lnmongan menjadi tugas periling iombaga bam ini. Untuk 
itu dalam tahun 200H, telah dbediakan alokasi anggaran 
unluk penyebarUiasan informasi kebudayaan dnn tcmpal-
tempnt wisutn dengan mengikiiti festival-feslival budaya di 
lingkup regional maupun n.isionnk 

33. Diiins Pemuda dan Olahrngn 
Dinas pemuda dan Olahraga direncanakan memperoleh 
alokasi anggnran sebesar Rp, 21, 289-236.000,00. 
Alokasi nuggavannya diprioritaskan diantaranya untuk 
penyelenggaraan pembinaan olah raga prestasi, Dibidang 
kopemudanii telah dilakukan l>cberapa agondu olahraga dan 
karya llmiah remaja (KIR) unluk memberikan kesempatan 
para pemuda di Kabupaten untvik menunjukkan prcstasinya 
di kancah ilacrah maupun nasional. 

III • 



Kondisi dan Kcbijakap Anggaran Pemhiiy .̂m PEimh Bab IV 

B A B in 
K O N D I S I D A N K E B I J A K A N 

A N G G A R A N P E M B I A Y A A N D A E R A H 

2.1 K o n d i s i U m u m Pembiayaan Daerah 

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan 
dampak dari kebijakan dalam menontukan target Pendapatan 
dan alokasi kebutuhan belanja liaenih. sesuai dengan kondisi 
dan arah kebijakan yang ditentukan dari kc-2 komponen 
tersebut. 
Struktur APBD dengan menggiinakan sistem anggaran 
kinerja menyebabkan anggaran pada perbdc tertcntu hams 
mengalami surplus alau defisit. Dengan kondisi SUGTQ 

anggaran yang surplus alau defisit tersebut maka Pembiayaan 
sangat mutlak dipeiliikan dengan melalui kebijakan 
keuangan. 

Didalam unsur Pembiayaan Daerah terdapat 2 komponen 
yakni (i) Penerimaan Daerab dan, (ii) Pengeluaran Daerah. 
Penerimaan Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni (i) Sisa 
Lebih Perhilungan Anggaran Tahun Yang Lalu (ii) Transfer 
dari Dana Cadangan (ill) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 
dan (iv) Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan. 
Sedangkan Pengeluaran Daerah terdiri dari beberapa unsur 
yakni (i) Tran.sfer ke Dana Cadangan (ii) Penyertaan Modal 
(iii) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo (iv) Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan. 
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Z,i K e b i j a k a n Umitm Pembiayaan D a e r a h 

AHnnuii kebijakan yang ditclapkan dalam mcnyertai 

Pembiayaan Daerah adalah sebagai b e r i k u l ; 

1, Pendapatan Daerah tahun 2006 - 2010 diixrrkirakan akan 

mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 9,31 persen, 

sedangkan kebutuhan Reianja Daerah diperkirakan akiin 

mengalami perlumbuhan rata-rata sekitar 9,53 persen. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peikiraan 

kebutuhan bclnnja daerah lebih besar dari perkiraan 

pendapatan daoi ah, sehingga A P B D tahun 2006 - 20LO 

diperkirakan iikan mengalami defisit anggaran rata-rata 

sekitar 10,43 pt^rsen. 

2, Optimnlisasi sumber penerimaan pembiayaan yang 

paling mungkin dapat dilakukan secara cepal, ynitn dari 

Sisa Lehih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Selain itu 

juga digunukan untuk memenuhi kebutuhan 

pengeluaran pembiayaan yang liinbul tiiiri pcrnyertaan 

modal tian pcmbayaran ulang pokok yang jaluh tempo 

3. Defisit ynng terjadi tidak boleh melampaui sebesar 3 % 

dari Product Domestic Regional Bruto f P D R B ) 

sebagni man a yang ditentukan didalam Peraturan 

Pemerinlah Nomor 23 Tahun 2003 lentang 

pengendalian jiimlah kumulatif defisit A P B N dnn A P B D 

serta jumiah kumulatif pinjaman Pemerintah I'usat dan 

Pemerinlah Daerah. 

4. Surplus/Defisit akan dilakukan kebijakan yang lebih 

memfokuskan pada pembiayaan intern guna 

Noia Keuangan RAPHO ZOOS VI-56 



KQn J i S L J , m Kehijakaa Anggaran Pembiayain D»^ah Rab IV 

menghindari beban yang bcrkelanjntan dimasa 

mendalang. 

5. Perlu dilakukan pembcrdayaan pembiayaan daerah dalam 

rangka menjaga kcsinambungan anggaran dimasa 

mendatang melalui Penyertaan Modal 

6, Melaksanakan kcwajiban pcmbayaran Pinjaman Daerah 

yang masih menjadi kewnjihan Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 

2.4 E s t i m a s i Pembiayaan Daerah 

Berdasarkan kondisi Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

terjadi dalam A P B D Tahun Anggaran 2008, Pendapatan 

Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 816.150.436.221,00, 

sedangkan Belanja Duenih dialokasikan sebesar 

Rp. 827.491 H4944ttOO schingga defisit anggaran yang 

terjadi sebesar Rp. 11.340.813.220,00. maka beberapa 

kebijakan pembiayaan daerah dapat diuraikan 

dibawah i n i : 

Pen c rim nan Pembiayaan Daerah 

Selama 3 tahun terakhir. penerimaan pembiayaan mengalami 

perkcmbiingan volume yang berfliiktuatif knrena sumber 

penerimaan nya merupakan enlitas dari aktifitas belanja 

maupun investasi scbagaimana dialur dalam peraturan 

perundang-undangan ynng beilnku. Secara keseluruhan 

penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar 

Rp. 49.711.309.600*00, yang terdiri dari berbagai sumberj 

yakni scbagai berikut: _ 
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1. S i s a L e b i h P e r h i l u n g a n A n g g a r a n T a h u n 

A n g g a r a n s e b e l u m n y a 

Merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan 

dengan belanja daerah yang dalam A P B D induk 

dianggarkan berdasarkan estimasi, Sisa lehih perhitungan 

anggaran tahun lalu meneakup sisa dana dari aktifitas 

belanja, pelampaiian target pendapatan daerah, 

penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum 

terselesaikan sampai akhir tahun anggaran, 

Sisa T-ebih Perhitungan Anggaran Tahnn ^Vnggaran 

sebelumnya dialokasikan sebesar Rp, 29 .000.000,000,00 

2, P e n e r i m a a n P i u t a n g D a e r a h 

Penerimaan piutang digunakan unluk menganggai kan 

penerimaan yang bersuinber dari peJuaasan piutang 

pihak ketiga, dimana untuk di Kabupalcn Lamongan 

seluiTEhnya berasal dari aklifLtas investasi n<m pennanen 

>'akn[ kegiatan revolving yang diselenggarakan olch 

S K P D . Untuk Penerimaan Piutang Duerah ditargetkan 

sebesar Rp. 20.711,309,600,00. Adapun sumber 

peiici'iinaan tersebut dapat diuraikan scbagai berikut: 

a. Dinas Pertanian dan Kehutanan ditargelkan sebesar 

Rp, 12,075,000,000,00 

b. Dinas Perikanan dan Kelautan ditargetkan sebesar 

Rp, 4.350.000.000,00 

c, Dinas Perdagangan dan Koperasi ditargetkan sebesar 

Rp. 3.232.800.000,00 

d, Kantor Pengelolaan Pasar ditargetkan sebesar 

Rp. i.053-5(>9-6oo,00 
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PenKcluarnn Daemh 

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar 

Kp- 38.301.583.200*00. Adapun kebijakan pengeluaran 

dalam pembiayaan tersebut dipergunakan untuk: 

1. PcmbentukAn Dana Cadangan 
Pembenlukan dana Cadangan ditetapl^aIl melalui 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007, l>engan 
mempertimbangkan kapasitas fiskal, untuk pembentukan 
Dana Cadangan dalam Rancangan APBD Tahun 
Anggaran 2008 dialokasikan sebesar Rp, 
7.500.000,000,00. 

a, Penycrtnan Modal (Investasi) Pemerintuli Daerah 
Ruang lingkup peoycrtaan modal dapat berupa 
penganggaran sejumlah dana yang akan di investasikan / 
disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan 
UUMD maupun BUMN dan investasi dapat berupa dana 
yang disisihkan dalam rangka pelayanan / pemberdayaan 
masyarakat seperti penycrtaan untuk modal kerja* 
pcmbentukan dana secaia bergulir kepada kelompok 
masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha miki'o dan 
menengah. 

Pcnyertaan modal kepada BUMD di Tabun 2008 
dilakukan kepada PDAM yang dialokasikan sebesar 
Rp. 4.000,000.000,00 diin Hank Daemh Lamongan 
sebesar Rp. 2,500,000,000,00, 

Penyertaan modal kepada kelompok masyarakat dan 
usiiba kecil dnn menengah dialokasikan sebesar 
Rp. 24.260,000,000,00 yang diselenggarakan oleh SKPD 
yakni: 
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a. Dinas Pertanian dan Kehutanan dialokasikan sebesar 
Rp. 14.650.000.000,00 

b. Dinas Perikanan dan Kelautan dialokasikan sebesar 
Rp. 4.700.000.000*01) 

c. Dinas Perdagangan dan Koperasi dialokasikan 
sebesar Rp, 4-360,000.000,00 

d. Kantor Pengelolaan Pasar dialokasikan sebesar 
Rp. 550.000.000,00 

3. Pcmbayaran Pokok I Ttang 
Jumiah pembayaran pokok utang digunakan untuk 
menganggaikan sejumlah dana guna melunasi 
pembayaran seluruh kowajiban pokok yang jatuh tempo 
dalam Tahun Anggaran 2008 termasuk tunggakan, atas 
pinjaman-pinjaman daerah yang dibkukan dalam tahun-
tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian 
yang lelah disepakuti. 

Pcmbayaran pokok utang sesuai dengan data rekonsiliasi 

dengan Departemen Keuangan, untuk Tahun 200B 

dialokasikan sebesar Rp. 41.583-200,00 dengan rincion 

sebagai berikut: 

a. Pcmbayaran angsuran pokok piqjaman RDA sebesar 

Rp, 16.583-200,00 

b. Pcmbayaran angsuran pokok pinjaman SLA sebesar 

Rp. 25.000.000,00 

Dari kondisi penerimaan pembiayaan dar pengeiuaraan 
pembiayaan yang telah dialokasikan, Pembiayaan Netto 
didapat sebesar Rp. 11.409.726400,00, sehingga Sisa Lebih 
Pembiyaan Anggaran Tahuii bcrkcnaan sebesar 
Rp. 68.913.180,00, 
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Dengon melihat porkembangan serin dinamika aspirasi 
masyarakat yang kian bcrkembang, sangat jeias bahwa 
Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008 
disusun berdasarkan kondisi-kondisi nyata yang ada dalam 
masyarakat dengan memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA) APBD dnn Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD 
Kabupaten Lamongan Tnhun Anggaran 2008. 

Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 200S 
secara garis besar adalah sebagai berikut: (i) Pendapatan Daerah 
diperkirakan mencapai sebesar R p. 816.150.436.221,00 

(ii) Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp, 827491-249.441.00 

(iii) Defisit Anggaran sebesar Rp.11,340.613.220,00 

Defisit tersebut akan dibiayai dari sumber penerimaan 
pembiayaan sebesar Rp.49.711.309.600,00 dan pengeluaran 
pembiayaan sebesar Rp. 36-301.583.200.00* sehingga 
mengakibatkan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 11409.726400.00 
yang mengakibatknn Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
berkenaan sebesar Rp.68.913.180.00 
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